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ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI
DALAM STUDI HUBUNGAN
INTERNASIONAL

Oleh Leonard Hutabarat

Abstrak

Ada beberapa elemen pokok yang. harus
difokuskan dalam upaya menganalisis
kebijakan luar negeri. Yaitu, pemerintahan
nasional dan daya tanggapnya terhadap
kondisi-kondisi global yang sedang berubah.
Tulisan ini berupaya mengidentifikasi
sejumlah isu pokok yang terkait dengan
analisis kebijakan luar negeri tersebut.
Tulisan ini juga membahas asumsi-asumsi
konvensional yang tercakup dalam kebija-
kan luar negeri, dan dampak transformasi
global terhadap asumsi-asumsi tradisional
tersebut, dan beberapa pemikiran dalam
analisis kebijakan luar negeri.

Pendahuluan
Analisis kebijakan luar negeri merupakan
salah satu sub-topik yang penting dalam
disiplin akademik ilmu hubungan
internasional. Sejak akhir dekade 1980-an,
studi hubungan internasional menghadapi
fenomena perubahan yang terjadi di
panggung politik internasional. Akhir
Perang Dingin, yang diikuti dengan
runtuhnya Uni Soviet dan pecahnya Yugo-
slavia, telah menyebabkan terjadinya
proliferasi negara-negara baru dan
munculnya pola-pola baru dari kerjasama
serta konflik di antara negara-negara yang
baru muncul itu, serta pengaruhnya

terhadap sistem internasional.
Selain itu, tren globalisasi seperti
perkembangan perdagangan internasional,
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komunikasi, arus migrasi, dan lain-lain juga
secara fundamental telah mempengaruhi
kompetensi pemerintah nasional. Pada saat
yang sama perkembangan dan pertumbuhan
ekonomi regional dan integrasi politik serta
munculnya isu kebijakan transnasional,
seperti masalah lingkungan dan kejahatan
transnasional, telah menambah tantangan
baru bagi suatu nation state dan konteks
internasionalnya.

Apa yang menjadi penyebabnya, sehingga
setelah periode 1980-an menjadi begitu
berbeda sehubungan dengan relevansi
konsep “statehood” dan kebijakan luar
negeri? Negara masih merupakan aktor
utama dalam hubungan internasional.
Negara merupakan subyek utama dari
hukum internasional, anggota utama
organisasi internasional, dan merupakan
entitas yang terorganisir secara politik,
militer dan diplomatik. Dengan pemahaman
ini, maka dapat dilihat bahwa hakikat dari
kebijakan luar negeri dapat dideskripsikan
sebagai berikut:

“Forejgn policy is composed of the goals sought,
values set, decision made and action taken by
states, and national governments acting on their
behalf, in the context of the external relations of
national societies. It constitutes an attempt to
design, manage and control the forejgn relations
of national societies”.

1 Lihat Mark Webber dan Michae! Smith. Foreign Policy in a Transformed
World, London: Prentice Hall, 2002.
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Elemen kunci dari analisis kebijakan luar
negeri adalah fokus terhadap pemerintah
nasional dan respons terhadap kondisi glo-
bal yang sedang berubah. Tulisan ini antara
lain akan membahas masalah dan asumsi
konvensional dari kebijakan luar negeri,
dampak transformasi global terhadap
asumsi tradisional tersebut dan beberapa
pemikiran analisis kebijakan luar negeri.

Kebijakan Luar Negeri
Analisis kebijakan luar negeri bertitik tolak
dengan sejumlah pertanyaan penting
mengenai apa yang harus dipelajari, sama
seperti halnya dengan analisis kebijakan di
bidang-bidang lain. Seperti pada analisis
kebijakan pada umumnya, analisis kebijakan
luar negeri berawal dari sejumlah perta-
nyaan utama mengenaiapa yang dipelajari.
Mungkin pertanyaan yang paling mendasar
dan luas adalah, apakah kebijakan luar
negeri itu. Kebijakan luar negeri terdiri atas
tujuan yang akan dicapai, nilai, keputusan
dan langkah yang diambil oleh negara dan
pemerintah dalam konteks hubungan
eksternalnya. Kebijakan tersebut juga
mengandung upaya untuk merancang,
mengatur, dan mengawasi hubungan luar
negeri dari” national societies”.
Bagaimana contoh deskripsi dari kebijakan
di atas. Misalnya pada akhir dekade 1997,
telah terjadi krisis keuangan yang berpe-
ngaruh terhadap sejumlah negara di Asia
Timur. Dampak mata uang yang mengalami
fluktuasi, spekulasi finansial, dan ketidak-
stabilan dalam pemerintahan di kawasan,
telah memyebabkan perubahan kepercayaan
dan mengurangi kapabilitas pemerintah
nasional dalam mempertahankan kondisi
ekonomi yang stabil. PM Malaysia Mabhathir
Mohammad, misalnya, menyatakan bahwa
aktivitas keuangan internasional dituduh
telah menimbulkan ketidakstabilan ekonomi
demi memperoleh keuntungan finansial
pribadi. Menghadapi krisis tersebut, negara-
negara seperti AS dan Jepang serta institusi
finansial internasional berupaya mewujud-
kan kembali stabilitas ekonomi yang jatuh

akibat krisis tersebut.

Apakah respons terhadap krisis di atas
merupakan “kebijakan luar negeri”? Dalam
banyak hal jawabannya adalah “ya”, sesuai
dengan definisi kebijakan luar negeri di atas.
Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah
nasional guna mencapai tujuan-tujuan yang
jelas, menetapkan nilai dan mengambil
tindakan, semua itu sejalan dengan posisi
keuangan eksternalnya dan kebutuhan dari
masyarakat nasionalnya. Dalam hal ini jelas
terlihat adanya upaya untuk merancang,
mengatur dan mengawasi hubungan luar
negeri dari masyarakatnya, khususnya
dalam hubungan ekonomi eksternalnya.
Selain itu, terdapat beberapa hal yang
menarik untuk dikaji lebih lanjut yaitu
antara lain:

Pertama, apakah tujuan kebijakan luar
negeri selalu jelas dan nilai-nilai yang
ditetapkan dapat diterima oleh semua
komponen masyarakat. Walaupun tujuan
pertumbuhan ekonomi dan stabilitas meru-
pakan tujuan masyarakat di mana-mana,
selalu terdapat pihak yang melihat kepen-
tingannya berada dalam spekulasi dan lebih
mengutamakan keuntungan individual.

Kedua, apakah selalu pemerintah nasional
yang mengambil keputusan atau tindakan.
Kebijakan luar negeri secara esensi meru-
pakan tindakan pemerintah untuk kepen-
tingan nasional. Selama krisis ekonomi di
Asia Tenggara, misalnya, perubahan tidak
hanya terjadi pada satu negara, namun
dimungkinkan terjadinya juga perubahan
politik. Jadi, pemerintah nasional tidak
dilihat sebagai satu kesatuan yang “mono-
lithic”.

Ketiga, apakah pemerintah nasional
merupakan satu-satunya aktor di panggung
internasional. Contoh krisis di Asia menun-
jukkan bahwa pemerintah nasional diserang
oleh aktivitas spekulan internasional.
Sementara itu dalam kesempatan lain,
pemerintah juga harus menghadapi tanta-
ngan dari infernational criminal cartels, terror-
ist organisations, dan migratory flows of popu-
Iation.
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Keempat, sehubungan dengan hal di atas,
seberapa besar “power” yang dibutuhkan
guna merancang, mengatur dan mengawasi
pemerintah nasional. Jelas bahwa dalam
banyak transaksi ekonomi internasional
pemerintah nasional hanya merupakar:
sebiagian kecil dari arus keuangan inter-
nasional, bersama-sama dengan aktivitas
perusahaan dan spekulan, yang memiliki
penlgamh penting dalam memba-tasi otoritas
dari” management capacity” pemerintah.

Bagi kebijakan luar negeri apapun,
pertanyaan sederhana seperti “apa yang
sedang terjadi” dan “siapa melakukan apa
dan kepada siapa” merupakan titik awal
yang penting. Berikut ini akan dijelaskan
upaya-upaya yang dilakukan analis dalam
menghadapi pertanyaan-pertanyaan di atas
pada masa lalu dan langkah-langkah yang
perlu untuk diformulasikan kembali.

Asumsi Tradisional Kebijakan Luar
) Negeri
Secara tradisional, kebijakan luar negeri
berhubungan dengan apa yang dikenal
sebagai “ world of states”, dengan aktor utama-
nya adalah “nation states’ dan pemerin-
tahnya, dan dengan sejumlah masalah
kebijakan yang timbul merefleksikan hakikat
E?Hﬁk internasional yang “ competitive” dan
i insecure”. Kondisi ini menyebabkan kebi-
jakan luar negeri memberikan " image” yang
sangat kuat dalam studi hubungan inter-
nasional. Kebijakan luar negeri seringkali
merupakan jawaban dari pertanyaan-
pertanyaan seperti: apakah tujuan dari
kebijakan luar negeri? Siapa yang membuat
kebijakan luar negeri? Bagaimana proses-
nya? Langkah apa yang diambil?
Dalam kaitan ini tampak adanya hubu-
ngan antara “ forefgn policy”, “ state-hood’ dan
world of states”. Studi hubungan inter-
nasional selama bertahun-tahun dilakukan
dalam konteks terminologi “ state-centric re-
alism”. Perspektif ini berasumsi bahwa
negara adalah aktor utama dalam politik
global. Tujuan dari kebijakan luar negeri
menurut pandangan ini berkaitan dengan
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upaya terhadap “ sovereignty’” dan ” indepen-

dence”. Nilai yang penting dalam konsep ini

adalah “ national interest’, yang didefinisikan

sebagai “independence” dan “security” .

Na_mun kenyataannya bahwa di dunia ini

setiap negara mengejar kepentingan nasional
yang sama dan keadaan ini menyebabkan
konsekuensi penting. Khususnya ini berarti
bahwa politik internasional memiliki
karakteristrik “ competition’” dan * insecurity”’
serta tugas utama pembuat kebijakan luar
neggri adalah menghadapi ancaman dan
aksi dan kompetitornya. Menurut kelompok
realis, situasi ini dipandang sebagai
do‘rongan utama dari motivasi manusia

yaitu perebutan kekuasaan.? ’

Kebijakan luar negeri dalam pandangan

l:radisional dilaksanakan tidak hanya oleh
* I.»Von’d of states”, tetapi juga “ society of states”
di mana terdapat sejumlah aturan h'dal;
tertulis di dalamnya tentang bagaimana
suatu pemerintah nasional harus bersikap
dan mengambil tindakan.* Esensi dari
tanggung jawab negara adalah dalam
melakukan kebijakan luar negeri yang
b'ertanggung jawab — dengan memprak-
tikkan diplomasi dalam hubungannya
dengan bangsa-bangsa lain.

Menurut pandangan ini, tindakan
kvebijakan luar negeri adalah salah satu
tindakan politik yang menentukan. Upaya
untuk mempengaruhi perilaku melewati
batas nasional, di mana tidak ada dukungan
dari hukum nasional dan budaya serta
konsekuensi dari suatu tindakan sangat
sukar diprediksi, memberikan elemen yang
funFIamentaI dalam hal tingkat kesulitan dan
resiko yang tidak ada dalam proses
pembuatan keputusan di bidang lainnya.
Bahkan dengan sekutu terdekat sekalipun
terdapat potensi salah paham, eskalasi dan
kemungkinan terjadinya perang. Praktik-

2Lihat R. Aron, Peace and War. A Theory of Infemafi K
R. Aron, ! War. ional Relations,
Londr: Weideild and Neokon, 1962 hin. 2193, dan K. Mgy
Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, 3d edition,
;l:: ;ork: Alfred A, Knop, 1960, him. 3-15, i v

ihat H. Bul, The Anarchical Society: A Siudy of Order in Workd Poli
Basingstoke: Macmillan, 1977, him, 1}15;33@52 PO
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praktik kenegaraan yang bertanggung jawab
dapat mengurangi banyak dari ketidak-
pastian dan risiko-risiko ini, namun tidak
dapat mengeliminasinya sama sekali.
Dengan demikian, kebijakan luar negeri
tidak hanya menjadi bersifat elitis, rahasia
dan berhubungan dengan keamanan
nasional, tetapi juga berisiko tinggi.

Meskipun esensi kebijakan luar negeri
sama bagi tiap negara, namun terdapat
beberapa variasinya. Bagi pandangan
tradisionalis, masalah " power” sering
dideskripsikan dalam terminologi kekuatan
militer. Hal ini menghasilkan negara-negara
yang dikenal sebagai Great Powers’,” Middle
Powers” atau " Small States”, yang semuanya
mengindikasikan cakupan dan tanggung
jawab dari kebijakan luar negeri. *

Elemen lain dalam variasi kebijakan luar
negeri didasarkan pada para pembuat
keputusan itu sendiri. Kebijakan tidak
dilaksanakan hingga adanya komitmen
untuk mencapai tujuan dengan keseim-
bangan antara kemampuan yang diperlukan
bagi implementasinya.

Size, status, resources dan human factors
adalah elemen kunci dalam studi tradisional
kebijakan luar negeri. Elemen lainnya dapat
dideskripsikan karena situasi geopolitik
suatu negara dan tantangan yang diha-
dapinya dalam jangka waktu pendek. Untuk
jangka waktu yang lama, kebijakan luar
negeri digambarkan dalam terminologi
lokasi - seperti " island state”,” buffer state” -
dan dalam terminologi konteks politik
umnum dalam pemerintahan - seperti ” dermoc-
racy”, " dictatorship’,” stability” dan” instabil-
ity” > Faktor-faktor ini penting dalam
menentukan pilihan-pilihan yang ada bagi

para pembuat kebijakan luar negeri, dan
mempengaruhi langkah-langkah yang akan
diambil.
Dari penjelasan di atas terlihat bahwa
pandangan tradisional dari kebijakan luar

4 Lihat G. R Berridge, Intemational Politcs: States, Power and Confict
Since 1945, Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 2nd edition, 1992,
him. 9-25. : _

5 Lihal W, Wallace, Foreign Policy and the Political Process. London and
Basingstoke: Macmilian, 1971

negeri didasarkan pada “ state-centric realismi’
yang tidak dapat menghilangkan komplek-
sitas atau varian dari studi proses pembuatan
kebijakan luar negeri. Berikut ini akan
dibahas sejumlah proses yang ada dan
bagaimana hal tersebut menghasilkan
pendekatan baru dalam studi kebijakan luar
negeri.

Perkembangan Politik Internasional

Salah satu perkembangan politik global
adalah adanya transformasi/ perubahan
dalam tahun-tahun terakhir ini.* Walaupun
periode akhir tahun 1980-an seringkali
disebut sebagai momentum perubahan
internasional, adalah penting untuk melihat
perspektif historis. Perubahan yang terjadi
dalam politik global tidak berlangsung
dalam satu malam. Perubahan tersebut
dapat terjadi tiba-tiba dan bergeser secara
radikal pada masa sesudahnya. Perubahan
yang terjadi sejak tahun 1980-an ini harus
dipertimbangkan ketika mempelajari
kebijakan luar negeri.”

Perkembangan yang terjadi di panggung
internasional, seperti yang berlangsung
tahun 1990-an, dengan banyak munculnya
sejumlah negara baru dan akselerasi pem-
bangunan politik dan ekonomi menuntut
operasionalisasi negara. Berakhirnya impe-
rium kolonialisme Inggris dan Perancis awal
dekade 1960-an menghasilkan aktor-aktor
baru di kancah internasional. Dan banyak
dari negara baru ini turut membawa masalah
dalam pembangunan ekonomi dan politik ®

Berkenaan dengan berkembangnya aktor
non-negara adalah munculnya bentuk baru
dari organisasi internasional. Salah satu
Klaim utama oleh statesuntuk mendominasi
urusan internasional adalah bahwa negara
yang terorganisir lebih baik secara
keseluruhan untuk memenuhi kepentingan

& Held. D., McGrew, A., Goldblatt, D. dan Perraton, J., Global Transforma-
tions: Politics, Economics, and Culture, Oxford: Polity Press, 1999,

7 Lihat M. Light, "Foreign Policy Analysis”, dalam Groom, AJR. dan M.
Light {eds.), Contemporary International Relations. A Guide fo Theory.,
Londan: Pinter, 1924, him. 93-108.

8 Lihat RH. Jackson, Quasi-States: ignty International Relati

and the Third World, Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
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negara bagi tata tertib, kesejahteraan dan
Eeml.:rangunan. Seperti dijelaskan di atas
society of states’ berbeda satu sama lain da.r;
selama 20-30 tahun terakhir ini terfihat
prolife?rasi atau konsolidasi bentuk-bentuk
org:':lmsasi yang pelaksanaannya diambil
dari kompetensi negara. Hal ini terlihat pada
badan global seperti United Nations {UN)
fitau World Trade Organisation(WTO) hingga
institusi regional maupun sub regional
seperti Council of Europeserta North Ameri-
can Free Trade Association®
Implikasi dari proses di atas adalah sebuah
transformasi yang substansial namun tidak
lengkap dari “ world of stafes”. Hal ini tidak
berarti bahwa negara tidak diperlukan lagi
namun lebih pada argumen bahwa peme:
rintah nasional harus menghadapi realita
Earﬁ Zang lebih kompleks, yang merupakan
asil dari suatu prose, i j
o tahunan_P s evolusi dalam jangka
Wajah tradisional dari kebijakan luar
negeri sangat tergantung pada pandangan
tertentu dari agenda kebijakan luar negeri.
Kla}m antarnegara dalam urusan inter-
nasional telah menimbulkan “insecurity”
dan.sebagai hasilnya, tujuan akhir kebijakari
ngs:onal adalah kapabilitas untuk meya-
kinkan keamanan militer bagi wilayah dan
kontribusinya bagi warganya.

Bagaimana agenda tradisional ini dipe-
ggaruhj oleh perubahan kontemporer saat
ml? Penting untuk memiliki perspektif his-
toris. Bahkan, selama Perang Dingin, kapa-
bilitas kebanyakan negara untuk memenuhi
keamanan nasionalnya masih banyak
menghadapi tantangan. Baik negara yang
lemah ataupun yang tergantung pada ” pow-
erful patrons”, terutama negara superpower
dengan kemampuan arsenal nuklirnya.

Perna_haman terhadap keamanan nasional
semakin mengemuka akhir-akhir ini.
Penekanan instrumen militer keamanan
pada masa Cold War (dan perluasan kebi-
jakan politik luar negeri) telah mengalami
proses “ down-graded’ baik oleh pemerintah
atau oleh para analis kebijakan luar negeri.
Bagi banyak negara, Co/d War telzh
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menimbulkan “ opportunity cost’ dalam hal
pengeluaran di sektor ekonomi dan pemba-
ngunan sosial. Dengan hilangnya ancaman
Soviet maka telah membawa pihak Barat
terhadap eksploitasi “ peace dividend” - yaitu
pe.n.galihan sumber daya yang ada di luar
militer (misalnya ditunjukkan dengan
turunnya belanja militer dari proporsi gross
domestic product) terhadap kebutuhan
penduduk sipil.

Keamanan dari sektor militer mungkin
ternilasuk hal yang penting, meskipun
dermk‘ian, ancaman dari sektor-sektor lain
Sf.tpertl ekonomi, lingkungan, politik dan so-
c;gfaf sectors tidak dapat diabaikan begitu
saja.’® Sejak tahun 1980-an, menjadi ti?ak
muda.h untuk memainkan kartu “ national
secuf";rycanf " dalam bentuk tradisionalnya.
Isu-isu baru mengemuka dan isu-isu
tersebut memiliki implikasi transnasional
dan global.

. Aktor dan Isu

S:aPa yang membuat kebijakan luar
negeri? Dalam analisis tradisional kebijakan
lufexr negeri, jawabannya adalah jelas, yaitu
elite politik dan birokrat yang memiliki
tanggung jawab guna mencapai tujuan-
tujuan kebijakan luar negeri dan mempunyai
kualifikasi ke arah itu. Pandangan elitis
terhadap kebijakan luar negeri tidak berarti
bahwa mesin politik luar negeri benar-benar
tert{atas. Akses terhadap proses pembuatan
kebijakan dibatasi, namun bukannya tidak
mungkin untuk dicapai.

Hubungan antara mesin kebijakan luar
negeri dan masyarakat yang lebih luas
adal:enh penting untuk memahami pola-pola
part.ls‘ipasi, baik formal maupun informal
Parhsltpasi dalam pembuatan kebijakan Iuar
negeri secara tradisional bersifat hierarchical
dan relatif terbatas, demikian pula isu yang
ada dalam agenda kebijakan luar negeri
merefleksikan prioritas tertentu. Seperti

9 Lihat R.0. Keohane dan Martin, L., “The Promi jtutl
) d fartin, L., romise of Institutionalist
ek gty

. \ . . dan de Wilde, J. Security. A Mew Framework
for Analyss, Boulder, CO, and London: Lynne Rienner, 1998, iy
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ij n sebelumnya, terdapat hubuflgan
;lgigilixaat antara klebijakaﬁ luar negeri dan
asional. _
kela"::lilr;?'lng:n yang hierarchical terhadap 151;C
kebijakan luar negeri memperoleh k‘l"ll';;lt
dalam dua dekade terakhir. Pertama, hakika
# national security” mengalami tekanan,
Kkarena kenyataannya dalam %Janyak hal na-
tional security telah diambil alih d?l:gag
pentingnya apa yang disebut sebagai " 50.
power”. Kedua, meluasnya agenda kea.mar'ta:kk'l1
nasional menuju aktivitas area ba’ru tela
terjadi, baik dala;n tmm;:;bgl environmen-
i “ societal concerns: .
1‘a)I'*s.il:,::dli]s‘u baru dalam agenda keb.ijakan luar
negeri sejak tahun 1970-an dfrtyatakan
dengan terminologi "in‘t.e-nnesad , karena
proses pembuatan kel:fllafkan luar negeri
tersebut melibatkan sociefies, dan tantangan
politis serta organisasi baru.

Perubahan Perspektif. Kebijakan
Luar Negeri
Apabila institusi negara magih mem;?aka?
usat dari tata kehidupan m.temas‘lonai
maka kebijakan luar negeri masﬂ} memkrl:nah
pengaruh dan keistimewaan di atas aktor
non-negara. Kebijakan luar negerl
dilaksanakan dalam konteks perubahan

seperti:

Changes in the numbers, resources and
status of both states and non-state act(?rs,
including the rise of ‘non-state foreign
policies’. N
Changes in the nature of néhox_w se 2
rity and other national objectives an

values. ! _

Changes in policy-making processes, In-
cluding the new salience of cross-depart-
mental and cross-national processes.

Changes in the nature of power and in-
fluence, and in the effectiveness of par-
ticular methods of policy implementa-
tion.

j ini hatian studi
Sejauh ini, salah satu pusat per di
ke'ifi}jakan luar negeri adalah kompetisi

antara perspektif—perspektif yang berbeida._
Sebelumnya telah dijelaskan pgndmgaf\ re
alist’, " state-centric view of foreign po]?cy’ ,atau
yang biasa dideskripsikan sebagai panda-
“ traditional’.
nglg::ndekatan " Neo-Realisrt’ masih merpbel;
rikan peran sentral bagi negara dan tida
adanya world government dalam dunia
anarkis. Anarki mencipt.akan kondisi
kecurigaan dan kompetisi di antara negara.
Ini bukan berarti negara secara konstan
terlibat dalam perang. Namun menurut Neo-
Realism, negara dibatasi oleh ‘p_e'nl?kunya
oleh  the distributior: ofcapabdu.hes’ daflam
sistem internasional. Manifestasi yang jelas
dari hal ini adalah nudearwa-qp.ons-baseg_f d.c?
terrencedanjuga bentuk tradlslona.l dari bal-
ance of power. Kebijakan luar neger menm}ru;
pandangan ini dilihat dari naﬂon'a.’ surwk val,
mencari peluangnguna meningkatkan
abilitas negara.
kagelain itu agda juga yang :.'nemandang
kebijakan luar negeri berkaitan dengan
kompetisi, insecurity dan ancaman, namun
realitanya banyak kebijakan luar negerl
mengenai kerjasama antarnegara. Berda;ar-
kan asumsi ini, tantangan yang a‘da terha ag
konsepsi Realist dan Neo-Reai:sf mengeli\;;
kebijakan luar negeri berasal dari perspextit
Pluralist? Dalamn banyak hal, pendekatapdmli
merupakan respons langsung te‘rk.ladap tida!
mampunya pendekatan tradisional gur:ia
menjelaskan perubaha_n. yang terjadi 11
dalam negeri dan politik internasional.
Pendekatan Plurafistmelihat. perlibahan ini
sebagai pengaruh sentral bagi kebijakan luar
negeri, sehingga membutuhkan konsep yang
baru. Pluralis telah mengidentifikasi sejum-
lah tren global yang berdampak terhadap
pemerintah nasional dan masyarakat
nasional. Salah satu pendekatan yang
berpengaruh dalam hal ini adalak.lnkonsepm
Keohane dan Nye (1989) mengenal complex

11 Waltz, K. T}mwdwmaﬁoﬂifﬁﬂics. Reading, MA: Addison-Wesley,

1979. :
12 Viotti, PR. dan Kauppi. M.V., “Theory, Images and lnlemh:l{?n{:is :
Relations : An Introduction ", dalam Viotti, P.R. dan Kauppi, M- ind edmon
Infen.ational Relations Theory. Realism, Piuralism, Globalism, ,
hew York and Toronto: Macmillan, 1993b, him. 4-22.
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interdependence’. Berdasarkan pandangan
ini, politik dunia sejak tahun 1970-an
memiliki karaktreristik agenda seperti “ mul-
tiple issues” dan kebijakan luar negeri
bergerak dari keamanan menuju hal-hal
yang bersifat ekonomi, sosial, lingkungan
dan lainnya. Sebagai konsekuensi, hubungan
antara pemerintah dalam area kerjasama
yang lebih luas semakin meningkatkan
bentuk-bentuk baru organisasi intenasional.
Dalam banyak hal, meskipun belum ada
yang disebut dengan world government, world
politicsdan world economy semakin mening-
kat yang diatur oleh sejumlah aturan dan
institusi.
Karakteristik utama lainnya dalam konteks
baru ini adalah bahwa isu internasional
mempengaruhi populasi domestik, di mana
non-governmental organisationsdapat tertarik
juga terhadap proses pembuatan kebijakan
luar negeri. Pressure groups, kelompok
kepentingan dan kekuatan domestik lainnya
dapat memperoleh peran dalam membentuk
kebijakan luar negeri, terutama dalam isu-
isu ekonomi dan sosial. Dalam implementasi
kebijakan, organisasi-organisasi yang ada
dapat terlibat melalui sistem inter-depar-
temen dan aktivitas kebijakan yang cross
sectoral. Penggunaan " power” dan “ coercion”
‘menjadi tidak berperan daripada “ influence”,
“access” dan ” communicatiori’. Dalam argu-
men ini kebijakan luar negeri dilihat sebagai
kebijakan nasional yang memiliki “inferna-
tional dimension” dan menggunakan alat
analisa Comparative Politicsatau Policy Analy-
sislebih umum untuk mengeksplorasi proses
kebijakan luar negeri.”

Perspektif lain dalam studi kebijakan luar
negeri adalah Dependency Perspective. Hal ini
sehubungan dengan munculnya banyak
negara baru di Dunia Ketiga (Third World).
Walaupun banyak dari negara-negara baru
ini mengklaim memiliki apa yang dikenal
dengan sovereignty, recognition, control of ter-
ritory, namun banyak dari mereka yang tidak
mampu melaksanakan independensinya.
Dalam pandangan ini, dunia terdiri atas “ in-
equalities’ antara negara dan masyarakat,
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dimana pihak yang kecil, miskin dan tidak
stabil secara efektif berada sebagai sub-ordi-
nate dari pihak yang lebih besar, kaya dan
stabil. Bagi analisa kebijakan luar negeri,
persepsi ini mengarah pada kesimpulan
bahwa “Jess developed countries” memiliki
lebih sedikit pilihan kebijakan yang realistik
— they succumb fo a form of économic servitude
upon rich states and international financial in-
stitutions and, in regional terms, become preoc-
cupled with immediate threats to their national
securtty thatarise fromarbitrary borders (a legacy
of the colonial period) and unresolved territorial
claims.* Proses pembuatan kebijakannya
seringkali memiliki karakteristik kurangnya
struktur yang stabil, tidak adanya sumber
manusia dan administratif dan keterkaitan
domestic political contestsdan foreign policy
actions. Bagi negara-negara seperti ini
pembuatan dan implementasi kebijakan luar
negeri seringkali merupakan refleksi bahwa
aksi diperlukan.
Sejak tahun 1990-an, proses globalisasi
berkembang pesat di bidang ekonomi
politik, dengan pertumbuhan proses
transnasional dari proses produksi dan
komunikasi. Proses globalisasi tidak lagi
dibatasi wilayah dan pembagian nasional
atau otoritas pemerintah nasional seperti
sebelumnya " Hal ini juga menyebabkan
pengaruh terhadap pendekatan kebijakan
luar negeri. Globalisasi secara prinsip dapat
berarti bahwa kebijakan luar negeri sering
tidak berarti di hadapan pengaruh eksternal
yang kompleks. Karena, di satu sisi
pendekatan Realist, Pluralistand Dependency
sangat menekankan asumsi-asumsi power,
influencedan rules, di sisi lain Globalist tidak
mengasumsikan struktur-struktur seperti
itu. Bagi proses pengambilan keputusan dan
kebijakan luar negeri, hal ini merupakan
dunia ” postmodern”, di mana tidak adanya
struktur yang pasti.’

13 ibid,

14 Thomas, C. In Search of Securily. The Third World in Infermational
Relations, Brightan: Harvester Wheatsheaf, 1987,

15 Sasken, 5., Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalizati

New'York: Columbia Universily Press, 1996,



SOCIAE POLITES Vol. V No. 22 Tahun 2005

Penjelasan ini menunjukkan bahwa
konsep kebijakan luar negeri itu sendiri
masih merupakan debat dan debat tersebut
berkaitan dengan perkembangan yang lebih
luas dari karakter global. Adalah tidak
mungkin membuat garis lurus yang seder-
hana dari sebab akibat antara “ real world’
dan” analysis of foreign policy/’, namun jelas
bahwa kepastian relatif dan prediksi dari
w world of states” sejak tahun 1950-an dan1960-
an telah hilang, Teori kebijakan luar negeri
juga jelas bukan hanya sekedar deskripsi
mekanik dari proses dan peristiwa. Dengan
demikian dapat disebutkan bahwa pende-
katan Realist dan Neo-Realist dapat dides-
kripsikan sebagai” conservative’, sedangkan
pendekatan Pluralistsebagai " reformist’, dan
Dependency serta Globalistsebagai " radical’
_ dalam pengertian setiap pendekatan
dapat menerima posisi status quo dalam
struktur world politics.
Hal lain yang relevan dalam studi kebi-
jakan luar negeri adalah apa yang disebut
S i

16 Devetak, R., ‘Postmodernism’, dalam Burchill, S. dan Linklater, A.
(gds.). Theories of International Relations. Basingstoke: Macmillan, 1896,
him, 179-208.

dengan” problem-solving theories" dan” criti-
cal theories” ."Hnb:’em-solvingb‘:eoﬁes”melﬂmt
tatanan yang ada sebagai sesuatu yang
“ given” dan mengupayakannya untuk
bekerja lebih efektif, sedangkan” critical theo-
ries’ memandang tatanan yang ada sebagai
refleksi dari " power relations” dan “ ideologies”
yang merepresentasikan kelompok dominan
tertentu dalam urusan internasional. Dalam
Kkonteks ini, baik Realisme dan Pluralisme
dapat dilihat sebagai pendekatan “ problen-
solving”, sedangkan pendekatan Depen-
dency dan Globalist mengandung unsur-
unsur dari “ critical theory” (seperti pende-
katan terhadap kebijakan luar negeri dan
politik internasional lebih umum, seperti
ferninisme dan environmentalism). Ringkasan
dari pendekatan tersebut dapat dilihat pada
tabel berikut ini.

Penutup
Transformasi yang terjadi dalam politik
internasional memberikan tantangan baru
bagi kebijakan luar negeri suatu negara. Hal
ini termasuk perbedaan yang tipis antara
kebijakan luar negeri dan politik dalam
negeri, meningkatnya hambatan terhadap

Tabel 1
Perspektif Kebijakan Luar Negeri

e P ey
Nature of the international system

1. Competitive.

2. Prone to war.

3. Influence of high level diplomacy
balances of power

4, Society of states.

V—
‘| Realism

1. 'Complex interdependence’-
2. Increased likelihood of cooperation.

Pluralism

Foreign policy issue Value-laden
assumpftions
1, Acquisition of power. Consenvative

2. State sunival.
3. Glory and prestige.
4. The 'national interest’.

]
1. Multiple issues with no hierarchy. |Reformist
2. Economic issues as important
as military ones

Globalism |1. Acceleration of transnational 1. Muttiple. Radical
processes of production, exchange and 2. States overwhelmed by this
communication multiplicity.
2. Security of diflerent countries of
regions increasingly linked. >
Sumber: Webber (2002).
20

ANALISIS KEBIJAKAN 1 g
LUAR NEGERI DALAM
STUDI HUBUNGAN INTE
RNASIONAL

Ff:’gara oleh p.engaruh aktor internasional
ain, d'an proliferasi isu-isu baru. Asumsi-
asumsi yang ada dalam kebijakan luar negeri
?ng kopvensional masih penting untuk
éperhatrkan secara serius dan masih tetap
akanya supremasi states sebagai salah satu
1 3 tor utama. Namun demikian, sejalan
i engan perkembangan politik internasional
kebijakan luar negeri juga

w oo gerl suatu negara juga

nyadari eksistensi aktor-aktor lain dalam

sistem internasional yang juga

E::‘fnt;kan agenda,yinsgtriufenhg:;
negerini én?nhkeberhasilan kebijakan luar
negeri.lm ts ka tugas analisis kebijakan luar

i merespons dengan cara yan

kreatif dan fleksibel terhadap erizr c
bangan-perkembangan baru di daigm sf lTci.lt
hubungan internasional tersebut. -
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